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KEPUTUSAN BUPATI TAIYAII BUMBU

NOMOB. 1 B! $LQ"4 { 1741 /DPUPTSP-P-2/VIII tZA?,2

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGI{AT SATUAN PENDIDII(AIIT ANAK USIA DINI (PAUDI TERPADU

?ArdAN KAi{AK-KAHAK tTK} HATOLIK TAMAN TEARAPAN DESA GUI{UHG BESAR
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATPN TANAH BUMBU

Menimbang a.

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu TK
Katoiik 'I-aman Harapan Nomor B I 42L I I A93lTK-
KTHlXill2A27. Tanggal 29 Desember 2O2l;

bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
B 1421. i 16805/Disdik-UD lvII/2A22. Tangd 06 Juli 2022:

b

Mengingat

C.

1.

2.

.)
\-) ,

4.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian lzin Operasionai Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Terpadu TK Katolik Taman Harapan Desa Gunung Besar
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
iionior- 75, Tarnbairaii Lembaran iiegara Repubiik indonesia
Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA3 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2651;

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A03 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Rerrublik
Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
'I\ln.mn-- 4/l-'r'7\ oolr^--i--c*n 4o1^1^ I.i-'a1^^L 1-^1-^-^^^ 1.^li l^"^^^*11\rllr\_rl -r-r\rrr, scLta$drrrr.dri<a Lc:'aiti LitrLtijd-it ugijCiapii i{aii iit;iiBaii
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
In rlnnpaiq l\lamnr LQ.AA\.tv t tr)

5. Undang-Undang . .



5. Undang-Undaag Nom*r 12 Tahun 2*11 teata*g F*mbentukal
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa9Q;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
TI-.o^- Daraarint-t-^- A-+^-^ D^*^-.:..+^L D^*^*.:-+^L T-\^^*^L\rl L{sdrr r sllrcLrrrLaLLaT.LL iiriiLaaid r-ciij.giiiiLiitt, t'giiiciiiiLaii ijaci-ii-li
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelengaraan Pendidikan fl.embaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2A1O tentang
PeruLrahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2AlA
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang
Penyeienggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara
Penrrhlilz ftr.{n-eqio 'To1.rr.- ?n 1A NTnmnr O? 1I.r\upuvrrrt iriuvr19Jiq i qiiUii ZU i- ii-\jiii-Ui 1L ii)

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor aoolul2oaZ
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

L2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2oL4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L279);

13. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 138 Tahun 2a17 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 2Oi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun
2411 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2AA7 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2Ol1 Nomor 20);

L6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2Al8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Taneh R:r-trrhr-r NJr-rtrrr-rr '! Q Tq,hrrn nalR tcntqna Deml-rentrrLan .lo-arvaiiua i, iGaiuii r:UiU LLii.Lr:i"i.i.6 i .,iaiijciiLLir*ail,ii ur1i:.

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2OlB Nomor 62);

t ,7 t1^-^L---- r---- - r:



Menetapkan

KESATU

T(EDUA

KETIGA

L7. Peratr:ran Eupati Kabupaten ?anah Eu:rbu S*r:"i.*r 29 Tahua
24rc tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZTN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TK KATOLIK TAMAN
HARAPAN DESA GUNUNG BESAR KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KA.BUPATEIq TANAH BUI\.4BU.

: Pemberian lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI
Terpadu TK Katolik Taman Harapan Desa Gunung Besar Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

: Guna keiengkapan serta mendukung proses kegiatan beiajar
mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-
hal sebagai berikut:
1. WajiLr melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga

pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu
diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelaj ara:n,

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan
kurikulum yang berlaku,

3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
1-*1---!__1- _ --1{.CUttLLI'IIAIt.

: rzin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK
Katolik Taman Harapan berlaku selama pendidikan anak usia dini
masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan
ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

AIg.

NIP. 1

: Batulicin
:24AIJG2022

2o,o,312 1 010

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.



LAIIPTRAIT
I{PPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B I 5Lo.4 t W4'1 /DPMPTsp-p.2/vrtt I zoz2
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SAT'IJAI{ PENDIDIIiAN AI{AK
USIA DINI (PAUDI TERPADU TK I{ATOLIK
TAMAN HARAPAN DESA GUNUNG BESAR
KECAMATAN SIMPANG EMPAT.

DAFTAR LEMBAGA YANG DIEERI PERSETUJUAN iZIN OPERASIONAL

AN. BIIMBU

NIP. 2o,o.312 1 010

NO NAMA LtrMBAGA
NOMOR

STATISTIK
LEMBAGA

NOMOR
INDUK

LEMBAGA
ALAMAT KECAMATAN

1

TK KATOLIK
TAMAN

HARAPAN
002151 106007 010051

Jalan Raya Serongga KM.
3,5 Sungai Kacil Desa

Gunung Besar

Simpang
trmpat


